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ABSTRAK

Nama : Fazzaluddin
NIM : 180106064
Judul . Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Politik

Uang Dalam Pemilu Legeslatif Menurut
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum(Studi Kasus di Kecamatan
Gandapura Kabupaten Bireuen)

Tanggal Sidang 12 Agustus 2024

Tebal Skripsi : 89 Halaman

Pembimbing | :  Prof. Dr. Nurdin, M.Ag

Pembimbing Il : Azmi Umur, M.Ag

Kata Kunci :  Penegakan Hukum, Politik Uang, Pemilu Legislatif

Pelaksanakan Pemilu tentunya yang diharapkan adalah Pemilu dapat berjalan
dengan lancar sesuai aturan yang ada dalam Pemilu. Namun pemilihan umum
kerap terjadi politik uang. Seperti yang terjadi di kecamatan Gandapura.
Sehingga tujuan pnelitian ini adalah untuk Mengetahui bentuk atau pola praktik
politik uang dan Penegakan Hukum Terhadap Tindakan politik uang di
Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen pada Pemilu Legislatif 2023 dengan
metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan Jenis penelitian yuridis
empiris. Sumber data yang diperoleh dari Masyarakat umum, Tokoh
Masyarakat, dan Bawaslu dengan intrumen penelitian menggunakan angket dan
wawancara serta dokumentasi. Hasil yang dipeolh berdasarkan pengumpulan
data adalah proses terjadinya praktik money politic di gampong Cot Tufah
Kecamatan Gandaputa di wilayah Kabupaten Bireuen menurut responden
(Masyarakat) sangat beragam. Mulai dari pembagian sembako sampai dengan
pemberian bibit tanaman. Urutan yang paling banyak terjadi adalah dalam
bentuk pembagian uang (money). Serta penegakan hukum Terhadap Praktik
Politik Uang di Kabupaten Bireuen sudah berjalan sesuai undang-undang pemilu
yang berlaku. Jika pelaku politik uang berdasarkan hasil musyawarah Gakkumdu
memenuhi bukti, sanksi hukuman yang diberikan kepada calon kandidat ataupun
masyarakat yang terbukti melakukan tindak pidana Money Politic yaitu berupa
sanksi kurungan ataupun denda Administrasi.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pancasila merupakan dasar negara dan falsafah bangsa dan negara
Republik Indonesia yang didalamnya terdapat 5 sila, seperti pada sila ke 4 yang
menyatakan bahwa rakyat dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan. Makna sila ke 4 mengandung makna bahwa nilai-nilai demokrasi
mutlak harus dilaksanakan dalam bemegara.1 Oleh karena itu, salah satu contoh
demokasi dalam hal ini, memilih wakil rakyat dalam negara kesatuan Republik
Indonesia diperlukan Pemilihan Umum.

Salah satu cara atau sarana untuk menentukan siapa yang mewakili
rakyat adalah dengan mengadakan Pemilihan Umum. Pemilihan Umum
merupakan proses pemilihan individu untuk menduduki jabatan atau jabatan
politik tertentu.? Jabatan tersebut bermacam-macam, mulai dari jabatan

legislatif, eksekutif, hingga yudikatif. Selain itu secara umum pemilihan umum

! Yusf Eko Nahuddin, "Pemilihan Umum dalam Sistem Demokrasi Perspektif Sila ke-4
Pancasila." Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 8. No. 2 (2017). HIm. 3

2 Ali, Muhammad Zulkifli. "Tugas Resume Htn Pemilu Dan Politik (Muhammad
Zulkifli AlI/HTN F/10200120239)." (2021). HIm. 7
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merupakan tindakan yang dilakukan oleh suatu negara yang sah untuk
memperoleh seorang pemimpin dalam suatu negara.

Dalam melaksanakan Pemilu tentunya yang diharapkan adalah Pemilu
dapat berjalan dengan lancar sesuai aturan yang ada dalam Pemilu. Untuk
mencapai hal tersebut, dibentuk Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sebagai
lembaga negara yang independen, oleh karena itu Bawaslu dibentuk untuk
mengatur tata cara pengawasan pada setiap tahapan pemilu, mulai dari
menerima laporan pelanggaran pemilu, dan bertugas mencegah praktik politik
uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum.

Badan Pengawas Pemilihan Umum atau yang lebih sering disebut
Bawaslu adalah lembaga pengawas Pemilu yang sengaja dibentuk untuk
mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu, menerima pengaduan, menangani
perkara pelanggaran administratif Pemilu, dan bertugas mencegah praktik
politik uang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.* Bawaslu dalam menjalankan tugasnya di bidang Pemilu harus
melakukan pengawasan dengan sebaik-baiknya, apalagi menjelang Pemilu
diwarnai dengan praktik politik uang. Praktek politik uang banyak dijumpai di

masyarakat dan lingkungan Bawaslu menjelang Pemilu Legislatif yang

3 Muhammad Hoiru Nail, "Kualifikasi Politik Uang Dan Strategi Hukum Dan Kultural
Atas Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilihan Umum." Jurnal Yuridis, Vol. 5. No.2. (2018).
HIim. 261.

* La Ode Hermanto, Wahyu Prianto. "Analisis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum
Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari Pada Tahun 2019." Jurnal llmu Sosial
Dan Pendidikan, vol. 2.No.1 (2024). HIm.20-30.



dilakukan oleh calon-calon partai politik yang ingin menduduki jabatan di
lembaga legislatif. Oleh karena itu, salah satu tugas Bawaslu Kabupaten/Kota
adalah mencegah praktik politik uang yang dilakukan calon partai politik jelang
Hari Pemilihan Umum, dengan melakukan pengawasan sebaik-baiknya. Apalagi
menjelang pemilu legislatif, permasalahan yang kerap ditemui adalah maraknya
praktik politik uang.

Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga negara
yang bertanggung jawab dalam pengawasan Pemilu, juga mempunyai tugas
mendorong tumbuh dan berkembangnya pengawasan partisipatif, termasuk
melaksanakan akreditasi lembaga pengawasan Pemilu, dan bertugas mencegah
praktik penyelewengan Pemilu sepeti politik uang berdasarkan Undang-undang.
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.> Pasal 523 itu sendiri
merupakan bagian dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur
tentang larangan melakukan praktik politik uang pada pelaksanaan pemilihan
umum, sehingga apabila ada yang melanggar akan dijatuhi hukuman sesuai
bunyi pasal tersebut. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan Bawaslu
Kota Bireun, Pemilihan Umum kerap terjadi politik uang. Seperti yang terjadi di
kecamatan Gandapura. Pelaku sudah menjalani hukuman penjara selama 6

bulan.®

® Kuntag, Romario Christian Falco, Toar Neman Palilingan, and Dicky J. Paseki.
"Upaya Pengawas Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Dalam Memberantas Politik
Uang (Money Politic) Di Kota Manado." Lex Administratum, vol.11.No.3 (2023). HIm.72

® Hasil wawancara dengan Rahmat, Bawaslu Bireuen, 31 Januari 2024.



Di Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen pada tahun 2023,
masyarakat yang terlibat dalam pemilu, diiming-imingi sejumlah uang untuk
meramaikan kampanye yang diadakan oleh partai politik. Uang tersebut
biasanya digunakan untuk transportasi, uang lelah, dan uang makan, dengan
harapan massa yang datang saat kampanye nanti akan memilihnya. Dalam hal
ini biasanya terjadi fenomena dimana tokoh masyarakat biasanya mempengaruhi
pemilih sesuai perintah kandidat. Kemudian masyarakkan yang menjadi tim
sukses kandidat juga diberikan uang untuk dibagikan kepada masyarakat yang
lain agar memilih calon legislatif yang ia dukung. Selain itu Penggunaan sumber
daya negara untuk kepentingan politik. Praktik ini mencakup penggunaan
fasilitas pemerintah, seperti anggaran negara, untuk mendukung kampanye
politik oleh partai atau kandidat tertentu. Tidak dapat dipungkiri bahwa
masyarakat saat ini ingin mengikuti kampanye secara gratis dan mendapatkan
uang. Beberapa orang meminta uang untuk makan dan membayar untuk ikut
serta dalam kampanye.’

Maka diasumsikan bahwa setiap pemilihan umum selalu terjadi poltik
uang, sehingga tak dapat dipungkiri dan sudah menjadi rahasia umum pilihan
rakyat tergantung dari uang yang mereka terima dari para calon tersebut.
Penelitian ini perlu dilakukan agar hal-hal yang tidak diinginkan dalam

pemilu egislatif terjadi. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk

" Hasil wawancara dengan Fauzan, masyarakat Cot Tufah Kecamatan Gandapura, 31
Januari 2024. Cot Tufah Kecamatan Gandapura Bireuen



mengkaji masalah “Penegakan Hukum terhadap Tindakan politik uang Dalam
Pemilihan Umum Legislatif Di Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk atau pola praktik politik uang di Kecamatan Gandapura

Kabupaten Bireuen pada Pemilu Legislatif 20237
2. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindakan politik uang di
Kabupaten Bireuen pada Pemilu Legislatif 20237
C. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan judul diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1. Untuk Mengetahui bentuk atau pola praktik politik uang di Kecamatan
Gandapura Kabupaten Bireuen pada Pemilu Legislatif 2023.
2. Untuk Mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Tindakan politik uang di
Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen pada Pemilu Legislatif 2023.
D. Manfaat Penelitian
Dari hasil penelitian yang saya lakukan maka manfaat penelitian
tersebut adalah, sebagai berikut:
1. Untuk memperluas wawasan dan pemahaman mengenai lingkup pemilu.
2. Hasil penelitian ini dapat memberi masukan kepada masyarakat agar

tidak mudah terpengaruh dengan sejumlah uang yang ditawarkan dalam



mendekati pemilu.
3. Hasil penelitian diharapkan dapat membuka mata masyarakat sehingga
dapat menuankan suara mereka sesuai pilihan yang mereka kehendaki
bukan karena faktor uang tertentu.
4. Hasil penelitian dapat memberikan masukan dan saran bagi pelaksana
pemilu dan para pembuat kebijakan (pemerintah) untuk dapat
menagantisipasi dan meminimalisir kecurangan dalam pemilu.
E. Penjelasan Istilah

Untuk membantu pembaca agar lebih mengerti tentang pembahasan ini
maka peneliti terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang dianggap
penting dalam penelitian ini agar pembaca bisa memahami istilah-istilah yang
ada dalam skripsi ini, di antaranya adalah :
1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan
penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusanyang tidak secara
ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian
pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada
kegiatan meyerasikan hubungan nilai- nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah
yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir,

untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan



hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filisofis tersebut memerlukan
penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.2
2. Tindak Pidana

Istlah tindak merupakan terjemahan dari strafbaar feitperbuatan yang
dilarang dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu,
bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.’

3. Money Politic (politik uang)

Money Politic adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap
seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih
maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat
pemilihan umum. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang.
Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye.™
F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dimaksudkan untuk melihat sejauh mana tulisan-
tulisan yang ada mempunyai persamaan yang justru bisa menjadi rujukan atau
dijadikansebagai sumber data dalam penulisan skripsi ini. disamping untuk
melihat perbedaan-perbedaan mendasar mengenai perspektif yang digunakan.

Selain itu, kajian pustaka ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi

® Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum.(Raja
Grafindo:Jakarta. 1983). HIm 7.

°C.S.T. Kansil dan Christine S T. Kansil, Pokok-Pokok Hukum, (Jakarta: Prandnya
Paramita, 2004). HIm.82

% Diakses pada www. Wikypedia.com pengertian politic uang, di akses melalui
situs:https://id.wikipedia.org/wiki/Kampanye pada tanggal 5 oktober 2021



http://www/
https://id.wikipedia.org/wiki/Kampanye

mengenai tulisan yang ada, sehingga dengan adanya kajian pustaka ini dapat
menghindari plagiasi isi secara keseluruhan.

Berjudul “money politic perspektif hukum positif dan hukum islam”
dalam kesimpulanya Skripsi yang di tulis oleh Moh Mahfudhi masiswa
FakultasSyariah UIN Sunah Kalijaga Yogyakarta yang memandang money
politic termasuk dalam katagori risywah dan hukum positif memandang bahwa
money politic adalah sebuah tindakan yang melangar Undang- Undang.*!

Skripsi yang ditulis oleh Andi akbar masiswa Fakultas Ushuludin
Filsafat dan politik UIN Alaudin Makasar berjudul “ Pengaruh Money Politics
Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 2015 di Kabupaten Bulu
Kumbang (Studi Kasus Desa Barugae Kecamatan Bulukumba”,
kesimpulanadalah moniy politic memberikan pengaruh yang sangat signifikan
dimana mayoritas masyarakat Barugae yang menerima money politics
turutberpartisipasi dalam pilkada, sekalipun ada pemberian uang atau barang
yang di sebut money politic tidak mempengaruhi jumlah suara terbanyak
karena hampir semua kadidat memberikan uang pada satu orang pemilih yang
sama."?

Kemudian skiripsi yang di tulis oleh Gustia mahasiswa FakultasHukum

Universitas Hasanuddin Makasar dengan judul “Tinjaun Kriminologis

11 Mahfudhi-Nim, M. O. H. Money Politic (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum
Positif). Diss. (UIN Sunan Kalijaga:Yogyakarta, 2010). HIm.81

12 Akbar, Andi. "Pengaruh Money Politics Terhadap Partisipasi Masyrakat Pada
Pilkada 2015 Di Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Desa Barugae Kec. Bulukumpa)." Filsafat
Dan lImu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar (2016). HIm 78



Terhadap Kejahatan Moniy Politics Pada Penyelengara Pemilihan Umum
Angota Legislati” membahas tentang penanggulanganoleh panwaslu terhadap
kejahatan money politic serta upaya pencegahan dengan menyampaikan
himbauan- himbauan melalui surat resmi, meninstruksikan kepada seluruh
jajaran pengawasan pemilu melakukan pengawasan aktif, melakukan
pendekatan fersuasif kepada masyarakat, menjalin kerja sama dengan
penyelengara pemilu dan memetakan titik rawan yang diduga berpotensi
terjadinya money politic secara formil dilakukan melalui peradilan umum.

Jurnal oleh Isnaeni Lailatul Izza yang berjudul “Pengaruh Money Politic
Terhadap Pemilihan Pemula Dalam Pemilihan Kepala Desa Sidomukti
Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Tahun 2015”.*°*  Kesimpulan dalam
jurnal tersebut adalah pengaruh money politic, barang dan jasa terhadap
partisipasi pemilih pemula dalam pilkades desa sidomukti tahun 2015 dengan
korelasi yang sangat lemah partipasi pemilihpemula meningkatkan dengan
adanya money politic, namun peraktek money politic ini tidak menjamin
pemilih pemula memilih pembeli suara.

Berdasarkan penelusuran dan analisi  penulis, bahwa setelah
membandingkan beberpa karya ilmiah yang telah di jelaskan penulis
menemukan perbedaan antara karya ilmiah penulis dengan peneliti lainya.

Pembahasan yang di angkat penulis yaitu “Penegakan Hukum Tindak Pidana

13 |zza, Isnaeni Lailatul. "Pengaruh Money Politics Terhadap Pemilih Pemula dalam
Pemilihan Kepala Desa Sidomukti Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati tahun
2015." Fakultas llmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhamadiyah Yogyakarta (2016).
HIm. 82
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Money Politic Dalam Pemilihan Umum Legeslatif Di Desa Bale Atu
Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah )”. Seterusnya yang
membedakanya yaitu skripsi ini menjelaskan tentang bentuk-bentuk kegiatan
politik uang yang terjadi dan penegakan hukum yang dilakukan bagi pelaku
politik uang yang pelaukunya telas difonis menjalani hukuman penjara.
G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting, karena
ketepatan penelitian dalam memilih metode penelitiannya. Skripsi ini metode
analisis yang penulis gunakan adalah Deskriptif Analisis, yaitu suatu metode
yang bertujuan memusatkan pada pembahasan dan pembelahan masalah serta
membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat
dan hubungan antara fenomena yang diselidiki secara objektif.**
1) Pendekatan penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi
ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan
penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi
model secara kualitatif.® Pendekatan atau metode kualitatif berusaha
mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok,
masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara merata atau

menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.'

1 Muhammad Nazir,Metedologi Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), him. 63.
1> Basrowi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), him. 20
' Ibid. him. 22
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Jadi Pendekatan penelitian ini bertujuan untuk mengungkap suatu gejala yang
terjadi dalam masyarakat, khususnya dalam bentuk pengkajian teori hukum
yang digunakan untuk diterapkan pada kasus-kasus yang akan didalami lebih
lanjut. Dalam hal ini, lebih difokuskan pada kajian terhadap Penegakan Hukum
Tindak Pidana politik uang Dalam Pemilihan Umum Legeslatif di Kabupaten
Bireun.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan
pendekatan studi kasus. Metode kualitatif yang biasa digunakan untuk
mengungkap dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang sedikit baru
diketahui dan memberi rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit

diungkapkan oleh metode kuantitatif.'’

Menjadi relevan untuk digunakan
karena mampu memberikan pisau analisa yang lebih tajam dan detail dalam
menjelaskan praktek money politics dalam pemilu legislatif yang selama ini
sulit untuk dilacak keberadaanya. Belum lagi metode penelitian kualitatif tidak
hanya melihat realitas perosalan dari permukaan semata, melainkan lebih
mendalam dengan mengikutsertakan peneliti menjadi bagian dari realitas
tersebut untuk melihat tata cara bekerjanya money politics yang dilakukan oleh

calon anggota legislatif secara langsung. Sehingga mampu mengelaborasi lebih

jauh keberadaan praktek money politics di Kabupaten Bireuen.

7 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas
Indonesia Press, 2005). HIm,51.
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Sedangkan pendekatan studi kasus yang berupaya untuk menyelidiki
secara cermat suatu program, peristiwa, proses, atau kasus-kasus yang dibatasi
oleh waktu dan aktivitas dengan cara mengumpulkan informasi secara lengkap
dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data. Akan sangat
membantu peneliti yang berusaha melihat money politics secara lebih spesifik
pada kasus tertentu dalam hal ini masyarakat di Kabupaten Bireuen pada
pemilu legislatif 2023. Sehingga hal tersebut menjadi boundaris atau batasan
yang diamanahkan oleh pendeketan studi kasus dalam melalakukan sebuah
penelitian, agar lebih terfokus dengan lokus yang jelas dan tidak melebar dari
rumusan masalah penelitian yang hendak dijawab.

2) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian yuridis empiris. penelitian yuridis
empiris, adalah metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang
berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat, atau penelitian
yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan
maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian
data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya
menuju pada penyelesaian masalah. Alasan peneliti menggunakan jenis
penelitian yuridis empiris karena bentuk penelitian yang akan dilakukan adalah

penelitian lapangan®®

8 Kornelius Benuf, & Muhamad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai
Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, Gema Keadilan, Vol. 7, Ed. I, Juni
2020. HIm. 8-9.
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Penelitian lapangan vyaitu penelitian dengan mengamati kegiatan
keseharian manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu
utamanya, seperti telinga.’® Jadi metode ini merupakan metode pengumpulan
data atau fakta-fakta yang terjadi dilokasi penelitian melalui wawancara secara
sistematis dan berlandaskan dengan objek penelitian. Jenis penelitian ini juga
bersifat penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian dengan cara
mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, undang-
undang, ganun-ganun, jurnal, artikel dan yang lainnya yang berkaitan dengan
pembahasan ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat dan jelas.

3) Sumber data

Sumber data penelitian ini ada dua, yaitu:

a) Data Primer, merupakan data pokok atau bahan utama penelitian yang
dapat memberikan informasi langsung terkait objek penelitian. Data
primer yaitu data pokok yang telah dikumpulkan dari analisis terhadap
permasalahan tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Money Politic
Dalam Pemilihan Umum Legeslatif. Diantaranya:

1. Masyarakat umum dan Tokoh Masyarakat: wawancara
dilakukan kepada masyarakat di ~ Gampong Cot Tufah
Kecamatan Gandapura sebagai sampel yang sudah memiliki hak

piliih, serta mengatahui jalanya pemilu legislatif 2023 seperti

1 Nawawi, Hadari. Metode Penelitian Bidang Sosial. (Yogyakarta: Gajah. Mada
University Press, 2012). HIm. 143



14

kampanye dan juga praktek money politics yang dilakukan oleh
kandidat. Masyarakat ini terbagi kedalam dua Klasifikasi
masyarakat yakni ibu-ibu dan pemuda sebaanyak 60 orang.

2. Panwaslu Kabupaten: memiliki pemahaman akan kondisi di
lokasi penelitian pada pemilu legislatif, yang tentunya berkaitan
dengan perederan money poilitic.

b) Datar Sekunder, merupakan data yang berfungsi sebagai tambahan.
Rujukannya vyaitu berbagai bentuk literatur yang ada relevansinya
dengan objek penelitian. Data sekunder di sini disebut juga dengan data
kepustkaan, yaitu terdiri dari buku-buku,jurnal, artikel hukum, kamus
hukum, dan literasi lainnya yang bersesuaian dengan kajian penelitian
ini.

4) Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data bisa diartikan sebagai cara-cara yang
digunakan peneliti untuk menemukan data penelitian. Selain itu, Teknik
pengumpulan data bermaksud untuk membuat klasifikasi data-data penelitian
dari bahan pokok hingga bahan pelengkap. Terdapat dua teknik pengumpulan
data yang dilakukan dalam studi ini. Pertama, dengan cara mencari sumber
data primer melalui indepth interview dan observasi lapangan.

a) Observasi

Observasi merupakan kegiatan mengamati langsung dan melakukan

pencatatan atas suatu objek yang diteliti. Observasi dilakukan dengan
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teknik participant observation, yakni pengamatandengan terlibat langsung
dan mengambil bagian terhadap aktivitas objek yang diamati. Baik berupa

praktek prosedur, maupun kegiatan lainya yang terjadi di lapangan.

b) Wawancara
Wawancara merupakan teknik yang dilakukan dengan cara
wawancara atau bertanya langsung dengan tatap muka, menanyakan
pertanyaan yang dipandang relevan dengan kajian penelitian. Teknik
wawancara yang peneliti lakukan merupakan wawancara bebas atau tidak
berstruktur. Proses wawancara dilakukan sebagai-mana percakapan dua
orang yang saling bertukar pendapat, berjalan secara alami dan tidak kaku.
Adapun Kkriteria responden yang diwawacarai Vyaitu: Kepala desa,
masyarakat Kecamatan Gandapura, Bireuen Dan Bawaslu. Adapun
wawancara bertujuan untuk mengatahui bagaimana penegakan hukum
tindak pidana money politic dalam pemilihan umum legeslatif di Kecamatan

Gandapura, Bireuen.

c) Dokumentasi
Beberapa yang didapatkan untuk mengolah masalah biasa
ditemukan dalam wujud dokumen-dokumen yang berkaitan.”® Seperti

arsip-arsip dan termasuk juga mencari data mengenai hal-hal yang

2 Arif Maulana, Cara Instan Menyusun Skripsi, Cet ;1,(Jakarta : Raja Grafindo
Persada,2005), him.134
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variabel-variabel yang berupa buku-buku, hasil penelitian, makalah,

catatan, kliping, artikel dan juga sumber sumber dari internet yang

berkaitan dengan judul skripsi ini.
5) Objek Penelitian

Objek penelitian adalah isu, problem, atau permasalahan yang dibahas,
dikaji, diteliti dalam riset. Dari defenisi tersebut, bahwa yang menjadi objek
penelitian dalam karya ilmiah ini adalah, Bagaimana Penegakan Hukum
Tindak Pidana Money Politic Dalam Pemilihan Umum Legeslatif di
Kecamatan Gandapura, Bireuen.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian proposal ini terdiri atas empat bab yang disusun secara
sistematis, yang artinya setiap bab saling berkaitan sehingga menjadi suatu
rangkaian yang berkesinambungan. Adapun sistematika dalam penulisan ini
yaitu sebagai berikut:

Bab satu, menjelaskan tentang latar belakang yang menjabarkan dan
menjelaskan secara rinci mengapa peneliti memilih judul ini sebagai bahan
penelitiaannya. Dan juga terdiri dari rumusan masalah, serta tujuan dan
manfaat penelitian, yang berguna untuk mendiskripsikan tujuan dan
manfaat setelah dan sesudah penelitaan. Kemudian juga memuat penjelasan

istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.



17

Bab dua, menjelaskan kajian pustaka berupa landasan teori tentang
pengertian penegakan hukum, pengertian money politic, dan dasar hukum
tindakan money politic.

Bab tiga, menjelaskan tentang penegakan hukum terhadap tindakan
money politic, serta bentuk dan dampak money politic yang dilakukan calon
legislative di Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen

Bab empat, berisi tentang kesimpulan dan saran.



